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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th, 1987
Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan

transliterasinya.

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
u Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
< Ba B be
= Ta T Te
O Sa O es (dengan titik di
atas)
Jim J je
Ha O Ha (dengan titik di
bawah)




'd Kha Kh Ka dan ha
3 ' Dal D de
5 Zal Z zet (dengan titik di
atas)
J Ra R Er
J Zai . zet
L Sin S es
o Syim Sy esdan ve
ua Sad O es (dengan titik
dibawah)
L= Dad 0 de (dengan titik di
bawah)
B Ta O te (dengan titik di
bawah)
= Za | zet (dengan titik di
bawah )
T Ain Komentar
¢ Gain G ge
- Fa F ef
a3 Qaf Q qi
4 Kaf K ka
J Lam L el
p Mim M em
o Nun N en
3 Waw W we
& Ha H ha o
e Hamza 7 apostrof
P Ya Y oy




2. Vokal
Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal
vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

“Tanda Nama Huruf Latin Nama
= fatCah A a
Kasrah I 1
4 Cammah i i ] u
= i

b. Yokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan hurof yaitu :

Tanda dan Huruf Nama Gaﬁuhg Huruf Nama

fatlah dan ya Al adan i
e

fatClah dan waw | Au adanu

Contoh:
—~  kataba: 5



— fa’ala: Jad
- kaifa: s
¢. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
fatliah dan ahif A 2 dan garis di atas |
L atau va |
| Kasrah danya I | idangansdiatas |
| |
3 - Dammah dan wau U ' udan garis di atas
P .
Contoh:
— qala : (&
— ramd: s
— gila :J8
d. Ta marbiitah

Transliterasi untuk ta marbiitah ada dua:

1) Ta marbiitah hidup
Ta marbiitah yang hidup atau mendapat Tlarkat fatTah, kasrah dan «ammah,
transliterasinya (t).

2) Ta marbiitah mati
Ta marbiitah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbiitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



~ raullah al-a(1fal - rauTatul alfal; Whifs g )
— al-Madinah al-munawwarah ; 5 siliid
— [Dallah: 4alls

e, Syaddah (tasydid)
Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi
tanda syaddah itu.

Contoh:
— rabbani : &,
~ nazzala:d »
- albirr: Wy
~ akhgjj; e

= nu'ima: aad

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
vaitu; J' namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang vang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang vang diikuti oleh
huruf gamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf svamsiah
Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan
bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf
yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah Kata sandang yang diikuti
oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang
digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diitkuti huruf
syamsiah maupun gamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata vang
mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
— ar-rajulu; Je



— as-sayyidatu: %ol
—  asy-syamsuy; Wae s
- al-qalamu; &L
— al-jalalu; 03]
g. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah vang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.
Contoh:
—  ta'thuziing: (35 G
—  an-nau'; il
—  8yai'un: e p=
—  inna:
—  mmrtnr S el

— akala: JSI

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda),
maupun hurf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan
huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau
harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya,

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnyva.
Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasil



Inna awwalabaitinwudi’alinnasilallazibibakkatamubarakan

Syahru Ramadan al-laz*unzilafihi al-Qur anu
SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur’anu

Walagadra’ahubilufug al-mubin

Alhamdulillahirabbil-*alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
yang tidak dipergunakan.

Contoh:

—_

Nallrunminallahiwafatlunqarib
Lillahi al-amrujami’an
Lillahil-amrujami’an

Wallahubikullisyai’in “alim

j- Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasehan dalam bacaan, pedoman

transhiterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu
tajwid Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.



ABSTRAK

Nur Mahdianti, 1501280013, Implementasi Faiwa DSN Dalam Praktik

Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Anugrah Medan. Dosen Pembimbing Dr. Hj. Maya
Sari, SE, Ak, M.Si

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah mengetahui
bagaimana Implementasi Fatwa DSN Dafam Praktik Pembiayaan Mudharabah Pada BMT
Anugrah Medan. Rumusan masalah yang diteliti adalah Apakah pembiayaan Mudharabah di
BMT Anugrah Medan sudah sesuai dengan Farwa DSN?. Bagaimana pelaksanaan
pembiayaan Mudharabah di BMT Anugrah Medan.

Jenis penelitian kualitataif Data primer adalah data mentah yang diambil oleh
peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber wtama guna kepentingan penélitiamya,
dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Daia primer adalah data yang dikumpulkan melalui
instrumen, wawancara'interview, pengamatan/observasi. Dalam penelitian ini data primer di
peroleh melalui wawancara langsung dengan karyawan BMT Anugrah Medan dan observasi
vang dilakukan peneliti Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Fatwa DSN
Dalam Pembiayaan Mudharabah pada BMT anugrah Medan sudah sesuai dengan Fatwa.
Ada beberapa Poin yang Terdapat dalam Fatwa di jalankan oleh Pihak BMT dan sesuai
dengun poin-poin farwa.

Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah, Fatwa DSN



ABSTRACT

Nur Mahdianti, 1501280013 Fatwa DSN Implementation In The Paractice Of
Mudfinancing On The BMT Anugrah Medan. tuior Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

As for the goal io be achieved through this research to implementation of a fatwa etc
in the practice of the mudfinancing on the BMI" Anugrah. The problem under study is
whether mudfiunding on BMT the blessed field has been in accordance with a fatwa DSN.
How did financing go to BMT the blessed fields.

A type of primary qualitaiive research is raw data drawn by researchers rather than
other, from a primary source for her research and that file didn't exist before. Primary data
is data collected through an interview instrument or observation interview or interview, in
this primary data study acquired through live interviews with employees BMT Anugrah
Medan and observations conducted by researchers. Research shows the implementation of a
fatwa DSN in mudslinging on the BMT Anugrah Medan. It is consistent with fatwa there are
some poinis in futwa are run by the BMT and meet the fatwa points.

Keywords : botion fine, Farwa DSN
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari
Allah kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, untuk digunakan
sebesar-besarnya bagi kesgjahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang
suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian tetapi, manusia
diberikannya petunjuk melalui rasulnya, baik mengenai akidah, akhlag, dan
syariah.

Bahkan semua yang diperlukan manusia mengenai hukum-hukum dalam
kehidupan sehari-hari telah di tentukan juga. Manusia adalah makhluk sosial,
makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial,
manusia membutuhkan manusia lain, untuk bersamasama hidup dalam
masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, yang disadari atau tidak,
untuk saling memenuhi  kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia

dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disebut dengan muamalah.*

Praktik ekonomi syari’ah diindonesia mulai berkembang keinginan dan
haragpan umat islam yang menjadi sebagian besar penduduk Indonesia.
Berkembangnya industri keuangan syariah yang mencakup segala ini
perekonomian masyarakat, baik perbankan, koperasi, asurans, pasar modal dan
industri lain, pada dasarnya merupakan suatu proses sejarah yang sangat Panjang.
Lahirnya agama islam sekitar 15 abad yang lalu telah meletakan dasar penerapan
prinsip syari’ah disegala bidang dan termasuk industri keuangan. Ini dapat
dipahami karena didalam islam telah dikenal kaedah muamalah yang merupakan

kaidah hukum atas hubungan antar manusia.

!_utfiana, analisis pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentangb
pembiayaan Mydharabah ( studi koperasi jasa keuangan syariah cemerlang weleri I), Skripsi.
(Semarang : Universitas Negeri Walisongo, 2015), h. 1



Koperas jasa keuangan Syari’ah (LJKS) sebagai salah satu Lembaga
keuangan mikro syari’ ah memiliki karakteristik sebagai sebuah lemabaga koperasi
yang menggunakan prinsip syari’ah. Menurut peraturan Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang
pedoman standar Operasional mangemen koperas jasa keuangan syari’ah,
koperas jasa keuangan syari’ ah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak
dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari’ah).?

BMT merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang dioperasikan
dengan prinsip bagi hasil, dan berupaya untuk menumbuh kembangkan bisnis
usaha mikro dalam rangka mengangkat dergjat dan martabat serta membela
kepentingan kaum fakir miskin.> Namun dalam kerangka mangjemen BMT,
secara fungsional Lembaga ini berperan dalam beberapa hal sebagai berikut :
Pertama : membantu baituttamwil dalam menyediakan kas untuk aokas
pembiayaan non komersial qordh al-hasan.Kedua : menyediakan cadangan
penyisihan pembiyaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah baituttamwil
yang berstatus al-gharimKetiga : dengan kiprahnya yang nyata dalam usaha —
usaha bidang kesejahteraan sosial seperti pemberian beasiswa santunan kesehatan,
sumbangan pembangunan, sarana umum, dan peribadatan, serta lainnya, ia dapat
membantu baituttamwil dalam mensukseskan kegiatan promos produk- produk
penghimpunan dana ( punding ) dan penyalurannyan kepada masyarakat ( landing
)4

BMT didirikan menggunakan sistem keuangan islam dengan menghapus
sistem bunga untuk menghindari unsur riba. Dengan sistem ini diharapkan dapat
menjadi alternative terbaik dalam mencapai kesgjahteraan masyarakat. Selain itu
dengan menggunakan prinsip-prinsip syari’ah dapat menciptakan kemaslahatan

2 Lutfiana, Analisis pelaksanaan Fatwa DSN tentang pembiayaan Mudhrabah (studi
dikoperasi jasa keuangan syari’ ah cemerlang weleri),skripsi.(Semarang : Universitas Negeri
Walisongo, 2015), h. 3-4

*Husnul Mawarid, Analisis Penerapan Sandar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105
Tentang
Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Kalbar Madani Pontianak, Joernal. ( Pontianak : Universitas Tanjungpura,2014), h. 30

*Makhalul 1lmi SM, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, book. (
yogykarta: Ull Press'Y ogyakarta, 2002 ), h.65-66



didalam masyarakat. Istilah Baitul maal berasal dari Bahasa arab, yakni kata bait
dan a mal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan a mal berarti harta
benda atau kekayaan. Menurut hukum islam Baitul maa adalah Lembaga
keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan
uang negara sesuai dengan aturan syariat. Baitul tamwil berarti “rumah
penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu Lembaga “. Adapun
Baitul maal wat-tamwil merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu Baitul maal
dan Baitul tamwil >

Didalam BMT ini menerapkan tentang Implementasi Fatwa DSN untuk
menjalan Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa merupakan pendapat hukum islam
dari mufti atau ulama sebagai individu atau kolektif sebagai jawaban atas
pertanyaan yang digjukan atau sebagai respon atas masalah yang berkembang
dalam masyarakat.’ Tujuan BMT menerapkan Fatwa tersebut adalah untuk
membantu perokonomian masyarakat dengan pembiayaan mudharabah.

Pembiayan Mudharabah merupakan suatu bentuk kerja sama usaha yang
terjadi dengan satu pihak sebagai penyediaan modal sepenuhnya dan pihak
lainnya sebagi pengelola agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepatan
Bersama dengan kesanggupan untuk menanggung resiko.”

Sebagai pembiayaan yang dapat dipercayai oleh masyarakat. Meskipun
masih ada yang belum sepenuhnya diterapkan oleh BMT tersebut mengenai
tentang pembiayaan mudharabah dalam Fatwa DSN. Yang menjadi penghalang
bagi masyarakat karena mereka belum mengetahui tentang Fatwa DSN dalam
pembiayaan tersebut. Dengan adanya kekurangan ini diharapkan agar BMT
menjadi salah satu pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat, agar
tercapai nya kemajuan perekonomian masyarakat.

°Neni Sri Imaniyati, Aspek-aspek hukum BMT. Book. (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti,
2010), h. 17

® Muhammad Atho Mudzhar, et.al, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Jakarta:
Pusdlitbang Lektur dan Khazannah Ke Agamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI,
2012), H,25

’ Naf’ an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah ( Yogyakarta : graha, 2014 ), h, 122



Penerapan Fatwa DSN sangat mempengaruhi peningkatan atau kemajuan

BMT tersebut, dengan banyaknya nasabah sehingga dapat menjadikan kemajuan

BMT, oleh karenaitu BMT berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai suatu

tujuan.
Tabel 1.1
Pembiayaam Mudharabah BMT Anugrah Medan
No. | Nama Anggota Jenis Tanggal - Jumlah Nisbah
Urut Pembiayaan | Realisas | Pinjaman Pokok

1 Suriadi Mudharabah | 13/04/2009 500.000 0| 500.000
2 Suriono Mudharabah | 10/10/2008 2.000.000 40.000 | 285.000
3 Dewi Susanti B | Mudharabah | 25/03/2009 1.200.000 52.000 | 300.000
4 Suhariadi Mudharabah | 21/11/2011 15.000.000 | 300.000 | 625.000
5 Romi Santoso Mudharabah | 11/11/2011 8.000.000 | 160.000 | 667.000
6 Wagino Mudharabah | 29/12/2011 4.000.000 80.000 | 167.000
7 M.Ayatullah Mudharabah | 02/06/2012 15.000.000 | 180.000 | 900.000
8 Suyanti Ar Mudharabah | 03/07/2012 13.750.000 | 275.000 | 275.000
9 Hendrawanto Mudharabah | 13/07/2012 9.000.000 | 180.000 | 375.000
10 | Herry Suhendra | Mudharabah | 06/03/2014 | 20.000.000 | 400.000 | 834.000

Sumber data: piutang Mudharabah BMT Anugrah Medan

B. ldentifikas Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukaan sebelumnya, maka penulis
tertarik untuk melakuka penelitian mengena “IMPLEMENTASI FATWA DSN
DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT ANUGRAH
MEDAN” sehingga melalui penulisan ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi
pihak BMT melalui penerapan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat di
identifikas kan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mash kurangnya penerapan Fatwa DSN yang dilakukan olen BMT

Anugrah dalam pembiayaan mudharabah.




2. Pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
Fatwa DSN pada BMT Anugrah Medan.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas dapat dirumusakan bahwa
permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan Mudharabah di BMT Anugrah Medan sudah sesuai
dengan Fatwa DSN?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Mudharabah di BMT Anugrah Medan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan Mudharabah di BMT sudah sesuai
dengan fatwa DSN.

2. Untuk mengetahui bagaimana pel aksanaan pembiayaan Mudharabah di BMT
Anugrah Medan.

E. Manfaat Penelitian

1. Teori
Penelitian ini diharapkan kedepan menjadi salah satu referens mengenai
implementasi Fatwa DSN Dalam praktik pembiayaan Mudhrabah pada BMT
Anugrah Medan.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memenuhi
salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah serta pengetahuan pendliti
mengenai Implementass Fatwa DSN Dalam Praktik Pembiayaan
Mudharabah.



b. Bagi peneliti berikutnya
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran
bagi peneliti berikutnya dan menambahkan beberapa variabel yang akan
diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan bab
demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Beris tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Beris tentang pembahasan mengenal definisi-definis yang bersangkutan dengan
judul penelitian yang ditinjau dari etimologi maupun terminologi yang bersandar
dari kepustakaan. Yakni bembahas teori-teori yang bersangkutan dengan
implementasi dan pembiayaan mudharabah.

BAB Ill: METODE PENELITIAN

Memaparkan tentang metode peneltian yang mencakupi : pendekatan penelitian,
lokas dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan
teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Beris tentang tinjauan umum mengenai deskripsi dari obyek penelitian yaitu
BMT Anugrah Medan Batng Kuis dan uraian tentang analisis data yang terkait
dengan pembahasan dari hasil penelitian tersebut.

BAB V : PENUTUP

Beris tentang kesmpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari hasil penelitia



BAB I
LANDASAN TEORITIS

A. Kgjian Pustaka
1. Implementas

a. Pengertian Implementasi

Implementas berasal dari Bahasa inggris, yaitu implementation yang berarti
pelaksanaan dan penerapan. Implementasi dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia
masa kini berarti pelaksanaan. Sementara Budiono menyatakan bahwa implementas
juga bisa diartikan penerapan. Adapun yang dimaksud implementasi dalam penelitian
ini adalah pelaksanaan dan penerapan sebuah teori dalam suatu pelaksanaan praktek
pembiayaan mudharabah di BMT Anugrah.®

2. Pengertian Fatwa DSN

Fatwa berasal dari Bahasa arabal-fatwa yang artinya jawaban terhadap sesuatu
yang musykil dalam bidang hukum. Menurut Zamakhsary, al-fatwa adalah penjelasan
hukum syara’ tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang maupun kelompok.
Qurais Shihab mengartikan fatwa sebagai penjelasan hukum tentang persoalan yang
musykil. Sedangkan fatwa menurut MUI adalah jawaban atau penjelasan dari ulama
mengenai masalah keagamaan atau berlaku untuk umum.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat dismpulkan bahwa
fatwa adalah jawaban dari suatu pertanyaan atau penjelasan hukum tentang persoalan
yang musykil, yang diberikan seseorang ataulembaga yang diakui kredibilitasnya

secara umum, di mana fatwa tersebut merupakan hasil ijtihad mufti.’

Fatwa-fatwa MUI merupakan obyek kajian hukum Islam dan dalam waktu

yang sama juga dapat menjadi sumber sgarah sosial umat isdam karena fatwa-fatwa

*Muhammad K hoirul Ridwan, Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
BPRS Barokah dana Sgjahtera (BDS), Skipsi. (Y ogyakarta: Universitas |slam Sunan Kali Jaga ,2016 )
h. 1

® Sholeh, Mauluddin, Muhammad.” Pembiayaan Mudharabah dalam Per pektif Fatwa DSN-
MUI” Jurnal Qawanin. No.1. Vol.2.2018.



itu sekaligus mengambarkan apa yang sesungguhnya sedang terjadi dalam
masyarakat. Dalam hal Majelis Ulama Indonesia, ada empat dasar yang dimiliki MUI
yang juga mewarnai fatwa-fatwanya, yaitu keinginan untuk diterima umat idam,
keinginan untuk mendukung pemerintah, keinginan untuk merespon tantangan
kehidupan modern, dan keinginan untuk memelihara kerukunan umat beragama

sambil tetap menjaga keutuhan umat islam.*®

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI, yang
mempunyai fungsi melaksanakan tugas tugas MUI dalam menangani masalah
masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu
tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dn merumuskan nila dan prinsip-
prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam
kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Melalui Dewan Pengawas
Syariah, DSN melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsp Syariah dalam
sistem dan mangemen LKS. DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong
penerapan garan Idam dalam kehidupan ekonomi. DSN berperan secara pro-aktif
dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang
ekonomi dan keuangan. Struktur organisasi DSN terdiri dari Pengurus Pleno (56
anggota) dan Badan Pelaksana Harian (17 orang anggota). Ketua DSN MUI dijabat
Ex Officio Ketua Umum MUI dan sekretaris DSN MUIdijabat Ex Office Sekretaris
Umum MUI. Keanggotaan DSN diambil dari pengurus MUI, Komisi Fatwa MUI,
ormas Idam, Perguruan Tinggi Ilam, Pesantren dan para praktisi perekonomian
Syariah yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN
yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh Rapat Pleno DSN MUI.*

10 Muhammad Atho Mudzhar, et.a, FATWA Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Jakarta:
Pudlitbang Lektur dan Khazannah Ke Agamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian AgamaRl,
2012), H,45

1 Muh, Ghafur. “ Dinamika Fatwa-Fatwa MUI di Bidang Ekonomi Keuangan dan
Impikasinya Terhadap Kehidupan Umat Islam, Dalam Asy-Syr’ ah, Vol.1.No.1.(Y ogyakarta: Faku
Syariah UIN Kalijaga, 2007)



a. Tugas Dewan Syariah Nasional (DSN)

Berdasarkan keputusan MUI Dewan Syarah Nasional bertugas :

1

2.
3.
4,

Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai  syariah dalam kegiatan
perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Mengel uarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.

Mengel uarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.

Mengawas penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

b. wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN )

1

Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-
masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak
terkait.

Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang
dikeluarkan oleh instans yang bewenang, seperti Kementrian Keuangan dan
Bank Indonesia.

Memberikan rekomendas dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang
akan duduk pada suatu lembaga keuangan syariah.

Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan
dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga
keuangan dalam maupunluar negeri.

Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
Mengusulkan kepada instans yang berwenang untuk mengambil tindakan
apabila peringatan tidak diindahkan.*?

12 Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa DSN-MUI ( Jekarta:

intermasa 2003), h.283
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c. Mekanisme penetapan fatwa di MUI

Seperti telah disebutkan diatas, fatwa adalah jawaban atas penjelasan dari ulama
mengenai masalah keagaman dan berlaku untuk umum. Pembahasan atas suatu
masalah di MUI dilaksanakan oleh Komis Fatwa. Sidang komis diadakan jika ada
permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan MUI
dianggap perlu untuk dibahas dan diberikan fatwanya, permintaan atau pertanyaan
dari pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan, atau MUI sendiri.

d. Adapun dasar-dasar umum penetapan fatwa adalah:

1. Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah
rasul yang mu'’ tabarah, sertatidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

2. Jikatidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasul sebagaimana ditentukan
pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan
ijma giyas dan mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan,
maslahah mursalah, sadd al-dzari’ ah.

3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah meninjau pendapat
pendapat para ulama tentang dalil dalil hukum maupun yang berhubungan
dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat

4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan
fatanya di pertimbangkan.

5. Setiap masalah yang disampaikan kepada komis hedaklah terlebih dahulu
dipelgari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus
sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Mengenai masalah yang
telah jelas hukumya (gat’iy) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana
adanya. Dalam masalah yang terjadi khilafiyyah di kalangan madzhab, maka
yang difatwakan adalah hasil tarjih, setelah memperhatikan figih mugaran
(perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul figh mugaran yang
berhubungan dengan pen-tarjih-an. Setelah melakukan pembahasan secara
mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan
yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan keputusan fatwa.
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Setiap Keputusan Fatwa harus di-tanfiz-kan setelah ditandatangani oleh
dewan pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF). SKF harus dirumuskan
dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas. Dalam SKF
harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisa secara ringkas, serta
sumber pengambilannya. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan
tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai
konsekuensi dari SKF tersebut. Setelah SKF dikeluarkan, maka dilakukanlah
sosialisas fatwa tersebut kepada masyarakat. Sehubungan dengan semakin
berkembangnya Lembaga keuangan syariah di Indonesia, MUl membentuk DSN
yang secara khusus menangani permasalahan yanh dihadapi lembaga keuangan
syariah tersebut.®

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan M udharabah

FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
Nomor 07/DSN-M UI/1V/2000
Tentang
Pembiayaan M udharabah (Qiradh)

el cran Al

Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang : a bahwa dalam rangka mengembangkan  dan
meningkatkan dana lembaga keuangan syari’ ah (LKYS),
pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak
lain dengan caramudharabah, yaitu akad kerjasama
suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama
(malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh

13 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Sudi Tentang Teori Akad Dalam Figih
Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2007) h.98
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modal, sedang pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah)
bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha
dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang
dituangkan dalam kontrak;

b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan
syari’ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan
fatwa tentang mudharabah untuk dijadikan pedoman
oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. a-Nisa' [4]: 29:
e 553 TR0 ol ) QUL oK 2Kl 1Y 1 a6 G
e 2500 il h

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan
yang batil, kecuai dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan sukardla di antaramu ..."

2. Firman Allah QS. al-Maidah [5]: 1:
o sl 1l 15l AN Ll
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...."
3. Firman Allah QS. al-Bagarah [2]: 283:
e A0 A BT AT Oy (A 58 Uiy W&y (0l 8

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian
yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
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Tuhannya...."

4. HadisNabi riwayat Thabrani:

(ol 50 25 (Ul g 1y ool s 5 () i (S

a3 2000 s (350 ¥y (Lol 40 55 Y5 (DA 4 Al 9 () asbia

ale &) Lo & Jony Akl 318 (e Gl Jad (8 k) S
(ot Ol e a5V L ekl o) 5 ) 5 5lala AL AT
"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta
sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada
mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak
menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak.
Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus
menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang
ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau
membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Maah dari Shuhaib:

Sl Rl AR (el B8 06 AL AT Al S L g
oe 4nle o ol ) Gl Y ) el B LRy Al o Jal

"Nabi bersabda, 'Ada tiga ha yang mengandung
berkah: jual beli tidak secara tunai, mugaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan
jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk
dijua." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).



6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin'Auf:

Gia Ga6 5 995 2a BLa ¥) Guadldd) 05 e ALl
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G Ul 'l Y3 20 W2 ¥) el )% e sl

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin
terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram."

7. HadisNabi SAW.:

S ol o L e g ikl g dale ol ol 5)) Dl ¥y ) pal

(o

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang
lain." (HR, Ibnu Majah, Daraguthni, dan yang lain dari
Abu Sa'id al-Khudri)

. Ijma. Diriwayatkan, sgumlah sahabat menyerahkan
(kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai
mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari
mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’.
(Wahbah Zuhaily, al-Figh al-ldami wa
Adillatuhu, 1989, 4/838)

. Qiyas. Transaks mudharabah digiyaskan  kepada
transaksi musagah.
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10. Kaidah figh:
Lo ynd o (A U4 o 91 AR Sl o YT
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada
hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA  TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(QIRADH)
Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang
disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha
yang produktif.

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebaga shahibul maal
(pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek
(usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai
mudharib atau pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan
pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak (LK S dengan pengusaha).

4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang
telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari‘ah; dan
LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau
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proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas
dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian
akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah)
melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi
perjanjian.

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari
mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat
dicairkan apabila mudharib  terbukti  melakukan
pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati
bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme
pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan
memperhatikan fatwa DSN.

9. Biayaoperasional dibebankan kepada mudharib.

10. Dalam ha penyandang dana (LKS) tidak melakukan
kewgiiban atau melakukan pelanggaran terhadap
kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau
biaya yang telah dikel uarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib)
harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para
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pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam
mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-
hal berikut:

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit
menunjukkan tujuan kontrak (akad).

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat
kontrak.

c. Akad dituangkan secara tertulis, melaui
korespondensi, atau dengan menggunakan cara-
carakomunikas modern.

3. Modal ialah sgumlah uang dan/atau aset yang diberikan
oleh penyedia dana kepada mudharibuntuk tujuan usaha
dengan syarat sebagai berikut:

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang
dinilai. Jka moda diberikan dalam bentuk aset,
maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus
dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap
maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam
akad.

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat
sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut
ini harus dipenuhi:

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak
boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak
harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak
disepakati dan harus dalam bentuk prosentas
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(nisbah) dari keun-tungan sesuai kesepakatan.
Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat
dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh
menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan
dari  kesalahan disengaja, kelalaian, atau
pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai
perimbangan (mugabil) modal yang disediakan oleh
penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib,
tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia
mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b. Penyedia danatidak boleh mempersempit tindakan
pengelola  sedemikian rupa yang  dapat
menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu
keuntungan.

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari‘ah
IsSam dalam tindakannya yang berhubungan
dengan mudharabah, dan harus  mematuhi

kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga . Ketentuan lain:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allag) dengan sebuah
kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi,
karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-
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amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja,
kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitras
Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawarah.™*

3. Pengertian Pembiayaan M udharabah

a. Pengertian pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti | Believe, | True, ‘saya percaya ‘ atau
‘saya menaruh kepercayaan ‘. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan
(trust), berarti Lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan
kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus
digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat — syarat
yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.™

Sebagaimana firman Allah Subhanahuata aladalam Surah Al-Nisa (4): 29
oe 85a3 &8 o U Jlailly Kon T3l &6 U 1 le 0l Wil
YA ey % 8 Al () S8l Tl 0% [l 5

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

14 Didapat dari http://tafsirg.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-mudharabah-giradh, internet (
diakses pada tanggal 15 oktober 2019).

15 veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal. Isamic Financial Manajement, (Jakarta: Pt Rgja
Grafindo Persada,2008),h. 3
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berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*®

Surah Al-Ma'idah (5): 1
S8k | h G ) el g &0 dal S il 180 Tile call 1
V dn e o alll )aha il dnall ek e

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan
bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghal al kan
berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah

menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."*’
b. Pengertian Mudharabah

Mudharabah, berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan.
Pengertian memukul atau berjalan ini tepatnya adalah proses seseorang memukulkan
kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis Mudharabah adalah akad kerja
sama usaha antara dua belah pihak di mana lainya menjadi pengelola. Keuntungan
seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainya menjadi yang dituangkan dalam
kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik moda selama kerugian itu
bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena
kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelolanya harus bertanggung jawab
atas kerugian tersebut. Secara lebih spesifik, penegertian mudharabah dapat diperinci
sebagai berikut.

1). Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul mal), yang
menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk

18 Muhammad Shahib Thahir, Terjemahan Al-Quran, (Jakarta: PT Sygma Examedia
Arkanleema,2009),h,83
Y 1bid” h, 106
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melakukan suatu kegiatan usaha Bersama. keuntungan yang diperoleh dibagi menurut

perbandingan (nisbah) yang disepakati.

2). Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan
diakibatkan kelalaian pengelolah usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena
kelalaian pengel ola akan menjadi tanggung jawab pengelola usahaitu sendiri.

3) Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak

untuk melakukan pengawasan.*®

c. Pembiayaan mudharabah

menurut penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 adalah akad kerja sama suatu
usaha antara pihak pertama ( malik,shohibul mal, atau Bank Syariah ) yang
menyediakan seluruh model, dan pihak kedua ( amil, mudharib, atau nasabah )
yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai
dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung
sepenuhnya oleh Bank Syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang
disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.*

Prinsip pokok (standar) minima pembiayaan mudharabah yang harus
dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Mudharabah adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipas dengan
menyediakan sumber pendanaaan / uangnya dan pihak lainnya menyediakan
tenaganya, dan dengan mengikutsertakan bank, unit trust, reksadana, atau
institusi, dan orang lainnya.

2. Seorang mudharib yang menjalankan bisnis dapat diartikan sebagai orang
pribadi, sekumpulan orang, atau suatu badan hukum dan badan usaha.

' Viethzal Rivai, et.a, ISamic Financial Manajement, PT Raja Grafindo Persada, ( Jekarta :
2008 ) h. 123

®Naf' an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, book, ( Yogyakarta: grahailmu ,2014 )
h. 123-124
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3. Rabbul mal harus menyadiakan investasinya dalam bentuk uang atau sejenisnya,
selain daripada piutang, dengan nilai valuas yang disepakati Bersama yang
dilimpahkan pengelolaan sepenuhnya pada mudharib.

4. Pengelolaan usaha mudharabah harus dilakukan secara eksklusif oleh mudharib
dengan kerangka mandata yang ditetapkan dalam kontrak mudharabah.

5. Keuntungan harus dibagi dalam suatu proporsi yang disepakati pada awal
kontrak dan tidak boleh ada pihak yang berhak untuk memperoleh nilai imbalan
atau renumeras yang ditetapkan dimuka.

6. Kerugian financial dan kegiatan usaha mudharabah harus ditanggung oleh
rabbul mal, kecuali jikaterbukti mudharib melakukan kecurangan, kelalaian atau
kesalahan dalam mengelola secara senggja atau bertindak tidak sesuai dengan
mandate yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudharabah.

7. Kewajiban dari rabbul mal terbatas sebesar nilai investasinya kecuali dinyatakan
lain dalam kontrak mudharabah.

8. Mudharabah dapat bervarias tipenya yang dapat dengan suatu atau banyak
tujuan, bergulir atau periode tertentu, restriced atau unrestricted, close atau open-
ended tergantung dengan kondisi yang ditetapkan.

9. Mudharib dapat menginvestasikan dananya dalam bisnis mudharabah dengan
persetujuan rabbul mal. Persyaratanya adalah rabbul mal tidak boleh
memperoleh porsi keuntungan lebih bedar dari pada porsi investasinya terhadap
total investas proyek mudharabah. Kerugian harus dibagi sesuai dengan

proporsi modal dari masing-masing pihak.?

2Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, book. ( Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007 )
h. 172-173
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Rukun dan syarat Pembiayaan Mudharabah

Sebagaimana akad lain dalam Syariah Idam, akad Mudharabah atau
giradh menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat Mudharabah.
Menurut Mazhab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi maka syarat menjadi
tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi fasid (rusak).

Sedangkan rukun dalam Mudharabah berdasarkan jumlah ulama ada 3 yaitu; dua
ornag yang melakukan akad (al-agidani), modal (ma’ qud alaih), dan shigat (ijab
dan gabul). Ulama syafiyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun yaitu:

Pemilik usaha (shohibul mal)
Pelaksanaan usaha (mudharib /pengusaha)
Akad dari kedua belah pihak (ijab / gabul)
Objek mudharabah (pokok atau modal)
Usaha (pekerjaan pengel olaan modal)
Nisbah keuntungan

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapatan bahwa yang menjadi

rukun akad Mudharabah adalah ljab Qabul sgja, sedangkan sisa rukun-rukun yang
disebutkan jumhur Ulamaitu, sebagai syarat akad Mudharabah.

Adapun syarat-syarat Mudharabah berhubungan dengan pelaku menjadi

rukun akad Mudharabah (al-agidani), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan
pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil.

Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya

Juga disyaratkan harus ada, tunai bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan

kepada mudharib. Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama

Figh tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Yang

berhubungan dengan laba/keuntungan disyaratkan bahwa pembagian laba harus

memiliki ukuran yang jelas dan laba harus berupa bagian yang umum.



24

Adapun syarat-syarat mudharabah, sesuai dengan rukun yang dikemukakan
jumhur ulama diatas adal ah:

a. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti
hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu posisi orang yang
akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya,
syarat — syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad
mudharabah.

b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan : ( 1 ) berbentuk uang, ( 2 ) jelas
jumlahnya, ( 3) tunai, ( 4 ) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang / modal.
Oleh sebab itu, jika modd itu berbentuk barang, menurut ulama figh tidak
diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan
harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu,
seperti setengan, sepertiga, atau sepermpat. Apabila pembagian keuntungan
tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu fasid (rusak).

e. Jenis—jenisMudharabah

secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua yaitu mudharabah
mutlagah (Unrestricted Investment Account) dan Mudharabah mugoyyadhah
(Restricted Invesment Account).

1. Mudharabah Mutlagah (bebas)

Mudharabah Mutlagah atau disebut dengan (Unrestricted Investment
Account) adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih, atau diantara
shahibul mal selaku investor dengan mudharib selaku pengusaha yang berlaku
secara luas. Atau dengan kata lain pengelolaan (mudharib) mendapatkan hak
keleluasaan (disrectionary right) dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah
bisnis, waktu usaha, maupun yang lain.
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2. Mudharabah Mugoyyadah (terikat)

Disebut juga dengan istilah (Restricted Invesment Account) yaitu
kerjasama dua orang atau lebih atau antara shahibul mal selaku investor dengan
pengusaha atau mudharib, investor memberikan Batasan tertentu baik dalam hal
jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, resiko, maupun pembatasan lain

yang serupa.®

f. Landasan Filosofi Religius dan Landasan Syariah Akta Akad pembiayaan

Mudharabah
Secara filosofi religious akad pembiayaan Mudharabah tercantum dalam

konsiderans menimbang Fatwa Desan Syari’ah Nasional Nomor 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (giradh). Dalam konsiderans

menimbang itu disebutkan fatwa bahwa

a. Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan
Syariah ( LKS ), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain
dengan cara Mudharabah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak
dimana pihak pertama ( malik, shahib al-mal, LKS ) menyediakan seluruh
modal, sedang pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah ) bertindak selaku
pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai ke sepakatan
yang dituangkan dalam kontrak.

b. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan Syariah Iam, DSN memandang
perlu menetapkan Fatwa Tentang mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh
LKS.

Dari konsiderans itu, Nampak bahwa landasan filosofi dari adanya akad
pembiayaan Mudharabah, yaitu dalam rangka pemanfaatan dana secara optimal
untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak keuntungan itu akan dibagi
antara bank dengan nasabah.

2 pit, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, h. 117-119
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Landasan Syariah pembiayaan Mudharabah telah disgikan secra lengkap
dalam konsiderans mengingat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah yang tercantum dalam konsiderans
itu, yang meliputi :1 Al-Qur’ an, 2 Hadis, 3 1jma, 4 Qiyas, dan 5 Kaidah Figih.?

Adapun keuntungan pembiayaan dengan Mudharabah dapat dikemukakan sebagai
berikut:

1. Lembaga keuangan akan memperoleh peningkatan bagian hasil, tatkala
keuntungan usaha customer / meningkat.

2. Pengembalian pokok pinjaman diselaraskan dengan cash flow usaha costomer
sehingga tidak mengganggu bisnis customer.

3. Lembaga keuangan lebih sdlektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan
cutomer yang benar-benar halal, aman, menguntungkan, karena hasil keuntungan
itulah yang akan dibagi.

4. Pringp bagi hasl ini berbeda dengan prinsp Bungan yang diterapkan dalam
bank konvensional (fixed rate), dimana bank akan menagih costumer untuk suatu
jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan customer, sekalipun

customer menderita rugi akibat terjadi kriss ekonomi.
Adapun resiko dalam mudharabah antara lain yaitu:

1. Penyalahgunaan dana yang diperoleh customer untuk keperluan / tujuan lain
yang menyimpang dari kesepakatan semula.

2. Customer melakukan kesalahan yang disengaja, atau kelalaian yang tidak
disenggja.

3. Customer yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis / usaha

perusahaan.

22prof. Dr. H. Sdim HS., S.H., M. Sdan Dr. H. Muhaimin, S.H., M. Hum, Teknik Pembuatan
Akta Akad Pembiayaan Syariah book, PT Raja Grafindo Persada ( Depok : 2018 ) h. 43
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Gambar 2. |

Pembiayaan Al- Mudharabah

Dana
CustomerPengelola Modal Lembaga pembiayaan
(keahlian) (pemilik modal) 100%
Nisbah % Nisbah %
Bagi Hasl

g. Landasan Hukum Mudhar abah
a. Al-Quran
QS Al-Jumuah[62] :10

G e 1sadly o il 80157,0806 3 LAl ciad 13a
Vo oAt sl )] e Al 1,88 all
“ Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak

supaya kamu beruntung” .%

QSAI-Mulk [ 67] : 15
1 Sl 3 15208 110500 (o 1 280 o (38 b

2

2 s @yt - da L,
Yo o, il &) ™48y (e

23 Muhammad Shahib Thahir, Terjemahan Al-Quran, (Jakarta: PT Sygma Examedia
Arkanleema,2009),h,554
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“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-
Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)
dibangkitkan” .*

QS Al-Bagarah|[ 2] : 267
B T oy 208 G i e us,sﬁ PAAR (R
ATy (i de Sl 1AE U el fh K
YUV Aua e alll G Tglde Ty 1 lasd of 1) 4al

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa
yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha
Kaya lagi Maha Terpuji” %

b. Al- Hadist
“ dari shalih RA bahwa Rasulullah Bersabda : tiga hal yang didalamnya
terdapat kebaikan : jual — beli secara Tangguh, Mugaradha ( Mudha rabah ),
dan mencampur gandung dengan gandum untuk keperluan rumah bukan
untuk dijual. ( HR. Ibnu Majah ). %

c. ljma dan Qiyas

Adapun ijma yang menyebutkan Mudharabah tersebut adalah sunnah yang

diriwayatkan oleh golongan para sahabat bahwa dalam sebuah riwayat,

sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang/mudharib) harta anak yatim

2 pid' h,563
% |bid' h,45

% Al hafidz Bin Hajar Al * Asgalani, Bulughul Maram, (Semarang: karya toha putra, 1500), h, 923
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sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka.
Karenanya hal tersebut di padang sebagai ijma®’ sedangkan transaks
mudharabah diqiyaskan kepada transaks musagah.

d. Kaidah Figh
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil

yang mengharamkannya.

h. Permasalahan- per masalahan dalam pembiayaan M udharabah

Berdasarkan teori kontemporer, prinsip Mudharabah dijadikan sebagai
aternatife penerapan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, dalam praktinya
ternyata signifikans bagi hasil dalam memainkan operasional investas dana bank
sangat lemah perannya. Menurut beberapa pengamatan saeed (2003) hal ini terjadi

karena beberapa alas an, diantaranya :
a. Standar mord

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang dikebanyakan
komunitas mudiim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai
mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk
mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investas yang diberikan. Hal
ini membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efesien.
Berdasarkan alas an ini, Idamic business menggunakan pembiayaan bagi hasil yang
diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan
dijalankan. Dana hanya akan diberikan kepada rekanan (Mitra) yang efesien dalan
mengelola bisnis, jujur dalam melakukan transaks, proyek usaha yang dijalankan

profitable, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek.

2" Wahbah Zuhaili, Al- Fagih Al- Islam Wa Adilatuhu, 1989, h, 4/838
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b. Ketidak efektifan model pembiayaan bagi hasi

Pembiayaan bagi hasil (Mudharabah) tidak menyediakan berbagai macam
kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Walaupun demikian, pembiayaan
bagi hasil yang diterapkan dalan bentuk Mudharabah maupun Musyarakah
merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam
transaks dan pembiayaan jangka pendek. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan
kedalam pembiayaan institusional menjadi terhambat. Berbagai masalah yang
berkaitan dengan aplikasinya membuat prinsp mudharabah dan musyarakah pada
tingkat pembiayaan institusional benar-benar tidak dapat diterapkan. Diantara
alasannya adalah meningkatnya permintaan pinjaman pemerintah untuk anggaran
belanjanya. Dengan demikian, permintaan pemakaian pembiayaan dengan sistem

bagi hasil menjadi tidak terpenuhi.
c. Berkaitan dengan para pengusaha

Keterkaitan Lembaga keuangan dengan pembiayaan, sistem bagi hasil untuk
membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung
daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Lembaga keuangan memerlukan
informasi yang lebih perinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar
kemungkinan pihak Lembaga keuangan turut memengaruhi setiap pengambilan
keputusan mitra bisnisnya. Pada Sisi lain, keterlibatan yang timggi ini akan
mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas

daripada campur tangan kedalam penggunaan dana yang di pinjamkan.
d. Dari segi biaya

Pemberian pinjaman berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan
yang lebih tinggi dari pihak pemegang keuangan. Lembaga keuangan kemungkinan
besar meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknis
dan ahli managjemen untuk mengevaluas proyek usaha yang dipinjami untuk
mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank
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konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para pembisnis
dalam menjaga evesiens kinerja banknya yang secara langsung akan berimbas
terhadap pengembalian dana pinjaman. Ini akan menimbulkan yang lebih besar
terhadap pemakaian dana. Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para pembisnis
yang digunakan untuk menjaga efektifitas operasional perbankan Syariah
kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang ditanggung oleh mitra ketika

mengembalikan dana pinjaman bagi hasil.
e. Segi teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil tampaknya
berkaitan dengan pihak Lembaga keuangan, nasabah, perhitugan keuntungan. Pada
satu sisi dari bank sendiri, profesionditas pegawai pada saat ini kurang memadai dari
segi keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan mekanismebagi hasl. Dari sis
lain, dengan menggunakan sistem bagi hasil, Lembaga keuangan membutuhakn
pengetahuan yang luas mengenal perilaku aktivitas ekonomi yang berguina untuk
memprediks  keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta
mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya

dalam menjalankan proyek usaha.

Dari sis nasabah, buta huruf masih menyelimuti masyarakat dunia muslim.
Hal itu akan menyulitkan dalam pembuatan catatan akuntansi secara perinci. Padahal,
ini sangat penting untuk transaksi bagi hasl. Perhitungan keuntungan dalam sistem
bagi hasil juga mengalami kesulitan untuk diterapkan, karena perhitungan
keuntungan sistem bagi hasil harus mengikuti apa yang terjadi secara actual dalam

bisnis.
f. Kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktifitas bisnis

Dalam dunia bisnis dan industry, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang
diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secarajelas dan pasti. Kali ini
akan menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan pengusaha oleh pihak Lembaga
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keuangan dan juga intervens bank terhadap urusan manajemen perusahaan. Keadaan
ini sangat berbeda dengan sistem pembiayaan dengan sistem bunga, dimana
modelnya amat terjaga, pendapatan yang diperoleh secara pasti, dan biaya pinjaman
diketahui dengan jelas.

0. Permasalahan efisiensi

Tingkat investasi bagi hasil mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan sistem
lain, karena dalam sistem bagi hasil diberikan penawaran yang sesuai terhadap dana-
dana yang dipinjamkan oleh karena itu, pengusaha dapat mengabaikan bagian hasi
usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidaktentuan has|
produksinya, serta tidak adanya kekhawatiran terjadinya penyelewengan dana
pinjaman terhadap investasi reel. Kesanggupan para pemberi pinjaman untuk turut
menanggung resiko kemungkinan akan mendorong investasi lebih beresiko.
Meskipun, kesanggupan ini juga akan mengurangi penekanan biaya-biaya yang
berguna untuk efesiensi kelangsungan bisnis yang pada tingkat kepentingan tertentu

cukup mengesankan.?®

B. Kajian Penelitian Terdahulu
Adapun penelitian terdahulu yang dapat di simpulkan eleh penulis sebagai
bahan pengembilan variabel pada penelitian tersebut yaitu.

Tabel 2.1
Hasil Penélitian Terdahulu
No | Nama Penulis | Judul Hasil Penelitian Metode/V ariabel
penelitian
1. | Siti ItaRosita | Evaluas Pendapatan Metode penelitian
dan  Abdul | Penerapan pembiayaan ini menggunakan
Rahman Pembiayaan mudharabah studi pustaka (library
Mudharabah memberikan Reseach) dan studi

%8 VVeitzal Rival, et.al, Idamic Financial Manajement, ( Jakarta: PT Raja Grapindo Persada,
2008), h, 138-140
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Dan kontribusi terhadap | kasus. Jenis dan
Pengaruhnya | peningkatan atau | sumber data yang
Terhadap Laba | penurunan laba PT. | digunakan  penulis
Perusahaan Bank Muamalat | dalam penelitian ini
Studi  Kasus | Indonesia adalah (1) Data
Pada Pt Bank | Pendapatan Primer; dan (2) Data
Muamal at pembiayaan Sekunder
Indonesia Tbk, | mudharabah diakui
Cabang Bogor | sebagai  pendapatan

bagi hasil yang

disgjikan pada

laporan laba rugi

perusahaan.

Husnul Analiss bahwa KJKS Kalbar | Menggunakan
Mawarid Penerapan Madani Pontianak metode penelitian
Standar telah melaksanakan | deskriptif
Akuntans kebijakan tentang Komparataif dan
Keuangan penyaluran Membahas tentang
pembiayaan

(SAK) Nomor | pembiayaan mudharabah
105 Tentang mudharabah sesuai
Pembiayaan dengan
Mudharabah SAK 105, namun
Pada Laporan | untuk penyusunan
Keuangan laporan keuangan

Koperas Jasa

secara keseluruhan
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Keuangan masih memiliki
Syariah kekurangan. Hal ini
Kalbar Madani | karena didalam
Pontianak |
aporan
keuangannya hanya
neraca dan laporan
laba
rugi yang telah
sesuai dengan
pedoman
penyusunan laporan
keuangan KJKS.
Ahyar  Ari | Kedudukan Diterbitkannya Data penelitian yang
Gayo dan Fatwa Dewan | Fatwayang digunakan data
Ade Irawan
Taufik Syariah menerapkan bahwa | primer dan data
Nasiona bunga Bank adalah | sekunder. Data
MajelisUlama | ribanasi’ah yang primer yang
Indonesia diharamkan oleh digunakan yaitu data
Dalam MUI menjadi salah | yang diperoleh
Mendorong satu pendorong langsung dari objek
Perkembangan | pel aksanaan penelitian yang
Bisnis perbankan Syariah diperoleh melal ui
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Perbankan di Indonesia.peranan | metode instrument
Syariah Fatwa DSN MUI wawancara kepada
(Perpektif dalam mendorong pihak pelaku usaha
Hukum pel aksanaan perbankan Syariah.
Perbankan perbankan Syariah
Syariah) dapat diindikasikan
juga dengan
banyaknya bank
umum Syariah dan
bank dengan unit
usaha Syariah yang
memulai kegiatan
operasinya setela
MUI membentuk
Dewan Syariah
Nasional.
Putri Implementass | Akad musyarakah | Penelitian ini
Kamilatur Akad mutanagishah menggunakan
Rohmi Musyarakah sebagaimana yang | pendekatan kualitatif
Mutanagishah | dijelaskan oleh | yang bersifat
Pada Nadratuzzamam deskriptif karena
Pembiayaan adalah bentuk | ingin
Kepemilikan kerjasama antara | mendeskripsikan
Rumah Di | dua pihak atau lebih | hasil dari temuan
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Bank untuk  kepemilikan | lapangan yang
Muamal at suatu barang atau | berupa kata-kata
Lumajang asset. Dimana | dengan  sistematis
kerjasama ini akan | dan cermat, vyaitu
mengurangi hak | mendeskripsikan
kepemilikan salah | faktafakta  aktual
satu pihak sementara | tentang analisis
pihak yang lain|implementasi akad
bertambah hak | musyarakah
kepemilikannya. mutanagishah pada
pembiayaan
kepemilikan rumah.
Muhammad | Analiss Akad | Penjelasan tentang | data yang digunakan
Ngasifudin Pembiayaan pihak—pihak  yang | dalam penéelitian ini
dan  Abdul | Mudharabah menjaankan kontrak | adalah data
Salam Dan dan akad merupakan | kualitatif yang
Implikasinya | hal yang sangat | datanya diambil dari
Terhadap penting dan menjadi | lapangan, field
Kesgjahteraan | salah satu  unsur | research. Penelitian
Anggota pokok dalam sebuah | dengan pendekatan
Dalam perjanjian kualitatif lebih
Perspektif pembiayaan menekankan
Ekonomi Mudharabah  yang | analisanya pada
Syari’ ah mempunyai proses penyimpulan
hubungan  kepada | dedukatif dan
klausa akad sesudah | induktif serta pada
pembiayaan. analisis terhadap

Melalui penyebutan
Sapa yang akan

dinamika hubungan

antar fenomena yang
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mengikatkan diri
dalam kontrak akan
memberikan

gambaran yang jelas
terhadap tujuan dari
pada
Mudharabah  yang
diberikan

pembiayaan

diamati,
menggunakan logika
ilmiah

dengan




BAB 111
METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adaah penelitian lapangan (field
research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan
deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata
atau gambar daripada angka-angka dengan data yang mencakup transkrip wawancara,
catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-
rekaman resmi lainnya.”®

Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang melukiskan keadaan
objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan
yang berlaku secara umum dengan menggunakan data yang diperoleh dari wawancara
dalam bentuk catatan dan dokumen.®

B. Lokas dan Waktu Penelitian
1. Lokas Penelitian
Lokas Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan BMT Anugrah Batang Kuis
Medan.
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari — Maret 2019.

29 Emzir, Metodologi Pendlitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT.Raja Grafindo 2012),
h.3.

%0 Masri Singarimbun, dan Setevan Effendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3S, 1989),
h.192.
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Tabd 3.1

Waktu Penelitian

Bulan dan Minggu Tahun 2019
No Keterangan Juli Agustus September Oktober
1 |2 (341|234 |1|2 |3 |4|1|2 |3 |4

1 Pengajuan Judul

2 Penyusunan
Proposal

3 Bimbingan
Proposal

Seminar Proposal

Pengumpulan Data

Bimbingan Skripsi

N o o b~

Sidang Skripsi

Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian K egiatan

C. Data dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.
Untuk sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Dimana data primer berasal
dari responden sedangkan data sekunder berasal dari buku kepustakaan.
Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri
(bukan oleh orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data
tersebut sebelumnya tidak ada. Data primer adalah data yang dikumpulkan melaui
instrumen, wawancara/interview, pengamatan/observasi.*! Dalam penelitian ini data
primer di peroleh melalui wawancara langsung dengan karyawan BMT Anugrah

Medan dan observasi yang dilakukan peneliti.

3 Juliandi Azuar, et,al, Metodologi Penelitian Bisnis (Medan: Umsu Press, 2015), h.64.
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Data Sekunder adalah data yang tidak langsung atau sumber informas yang
diperoleh dari pihak-pihak lain.* Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari
studi pustaka, buku-buku, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan

Implementasi Fatwa DSN dalam pembiayaan Mudharabah.

D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam peneletian ini Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

1. Studi Pustaka
Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dari buku-buku, jurnal, internet
dan berbagai data yang berhubungan dengan teori yang dibahas dalam penelitian
ini.

2. Interview ( wawancara)
Wawancara adalah sebuah proses interaks komunikasi yang dilakukan oleh
setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana
arah pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan
mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.*
Wawancara ini bertujuan agar peneliti mengetahui informasi secara menyeluruh
dan mendalam untuk memperoleh pemikiran dan informasi tentangl mplementas
Fatwa DSN Daam Praktik Pembiayan Mudharabah. Ratna Sari (1986)
mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam
menggunakan metode interview atau angket adalah sebagai berikut :
a. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tau tentang dirinya

sendiri.
b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan
dapat dipercaya.

32 Marzuki, Metodologi Risearch, (Y ogyakarta: Nanindita Offset, 1983), h.56.
% Haris Herdiansyah, Wawancara,Observasi, dan Focus Groups, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2013), h.31.
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c. Bahwa interprestas subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diagjukan
kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh pendliti.*
3. Observas
Observas adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta
merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.*® Observas
penelitian ini dilakukan BMT Anugrah Batang Kuis Medan.

E. Teknik AnalissData

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis
data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan pokok yang dapat
dikelola, mensintetiskan menjadi data menemukan pola, menemukan apa saja yang
dapat dipelgari dan penting untuk dipahami, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain. Hasil analisis data kualitatif berupa pemaparan
mengenal Situasi yang diteliti dan disgjikan dalam bentuk uraian.

Analisis data kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif andisa, yaitu apa yang dilihat secara nyata (saat observasi), dinyatakan
oleh responden/narasumber secara tertulis atau lisan dan keadaan nyata, diteliti dan
dipelgari sebagai sesuatu yang utuh. Maka dapat di simpulkan bahwa pendlitian
kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang
masal ah-masalah manusia dan sosial yang dilakukan dalam latar yang ilmiah bukan

hasi| perlakuan atau manipulasi variabel yang dilibatkan.

3% Prof. Dr. Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung:
Alfabeta,2016) h.137-138
% 1bid,h.131.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskrips Penelitian
1. Sgarah BMT Anugrah Medan

Baitu Maal Tamwil (BMT) adalah Lembaga keuangan mikro yang
dioperasikan dengan pringp bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha
mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat dergjat dan martabat serta membela
kepntingan kaum fakir miskin. Baitul Maal Tamwil adalah Lembaga keuangan
Nonbank dan untuk masyarakat disuatu tempat atau daerah. Baitul Maal Tamwil
adalah Lembaga keuangan non-pemerintah yang berfungi untuk menerima
menyal urkan dana umat.*

Baitul Maal Tam Wil (BMT) Anugrah diresmikan pada tanggal 19 juli 2008
di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Ide pendirian
BMT Anugrah berawal didapat inisatif suatu kelompok pengajian terdiri dari 10
anggota yaitu bapak Mahyuddin, Bapak yahya, Bapak suntoro, Bapak Supriatin,
Bapak Ahmad yani Siregar, Bapak Syarifuddin Nasution, Bapak Sarmidi, Bapak
Muhammad Saleh, dan bapak Ahamd yang sedang mengadakan penggjian di
kediaman Bapak Suntoro. Didalam pengajian mereka membahas tentang yang
dialami masyarakat sekitar daerah mereka dan saat itulah terciptalah suatu ide mereka
Ingin mendirikan suatu Baitul Maal Tamwil (BMT) karena pada tahun 2008 telah
mencamur Namanya BAKRI (Batak Kredit) atau dikenal dengan naa lain Rentenir di
daerah mereka sehingga timbulah rasa keprihatinan, dan ingin merubah agar
masyarakat disekitar daerah mereka tidak terjerumus dengan riba. Riba adalah
tambahan pinjaman. Karena pada dasarnya Islam melarang seorang Muslim untuk
memakan Riba, hal ini seperti yang tercantum didalam suarh Al-Bagarah ayat 278
yang artinya “ Hai orang-orang yang beriman, bertagwalah kamu kepada Allah dan

tinggalkanlah sisa Riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman” (Q.S

% Ahmad sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. Gramedika Pustaka Ulama
2013, h, 214
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Al-Bagarah:278), oleh sebab itu riba disebut haram karena sebagian besar daerah
mereka berprofes sebagai pedagang kecil. Akibatnya yang diterima dengan
meminjam kepada bakri atau rentenir akan menambah kesulitan bagi mereka sendiri
yaitu dengan jumlah dana yang harus mereka lunas jauh lebih dari pinjaman pokok
mereka, dan bisa juga membuat usaha mereka menjadi haram.

Hasil dari perkumpulan pengajian mereka malam itu terciptalah ide atau
gagasan membuat Baitul Maa Tamwil di daerah mereka, maka saat itu juga
terpilihlah pengurus-pengurusnya, dan pada maam itu juga salah satu pengurus
koperas yang bernama Bapak Yahya memberi nama Anugrah karena ini suatu
Anugrah yang diberikan kepada masyarakat. Tetapi ada kendala disaat pemebntukan
BMT yaitu persyaratan daalam pembentukan BMT harus memiliki minimal 20 orang
anggota, tetapi mereka tidak ambil pusing mengatas kendala tersebut, dengan cara
mengjak istri-istri mereka ikut dalam kepengurusan maka totalnya menjadi 20
anggota dengan modal awal Rp.2.000.000, dengan cara setiap anggota memberikan
modal awal sebesar Rp.100.000, sehingga terkumpullah seluruh  modal
Rp.2.000.000.-

Awal berdirinya BMT Anugrah ini tidak memiliki tempat atau lahan untuk
berdirinya kantor, maka salah satu pengurus berbesar hati menawarkan sepetak
bangunan miliknya untuk disewakan menjadi kantor BMT Anugrah Batang Kuis
yang terletak di jalan Muspika tersebut dengan biaya Rp.400.000, perbulan sampai
sekarang. Setelah terbentuknya BMT Anugrah ini salah satu pengurus BMT vyaitu
Bapak Yani adalah nasabah pertama sekali yang melakukan transaksi pembiayaan di
BMT Anugrah. Dengan berjalannya waktu, BMT Anugrah sudah mempunyai 2552
yang menjadi nasabah. Dengan seiring beropersinya BMT Anugrah maka di sahkan
Akte Notaris Pendirian BMT Anugrah Batang Kuis dengan No.14 tanggal 17 Mei
2010 yang dibuat notaris Nurlelun, SH dan izin Dinas Koperas dan Usaha Kecil
Menengah Provinsi Sumatera Utara N0.231/BH/11.3/2011. Dan saat ini Baitul Maal
Tamwil (BMT) Anugrah terletak di jalan Muspika No0.16 Desa Tanjung Sari
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
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2. Vis dan Mis BMT Anugrah Medan
a. Vig
“untuk dan bersama ummat kita bangun ekonomi rakyat yang mandiri”
b. Mis
“Memeberikan kemudahan mendapatkan pembiayaan bagi anggota,
Meningkatkan pelayanan anggota, Pendampingan usaha kepada anggota
Pembinaan kepada anggota, Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kepada

anggota.”

3. LogoBMT Anugrah Medan

KOPERASI SYARI'AH
ANUGRAH

Gambar 4.1LogoBMT Anugrah Medan

Keterangan gambar:
1. Kapas yang terletak di kanan dan kiri melambangkan “kesgahteraan” baik
sandang maupun pangan.
2. Bintang melambangkan “bersinar” artinya agar BMT ini bersinar terus
menerus hingga zaman.
3. Hurug G yang ditengah melambangkan “huruf” artinya huruf G yaitu nama
BMT Anugrah.
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4. Tujuan BMT Anugrah Medan

Adapun tujuan Baitul Maal Tamwil Anugrah sebagai berikut:

Tujuannya adalah untuk memenuhi permintan penambahan moda usaha bagi
UMKM yang menjadi nasabah/anggota Baitu Maal Tamwil (BMT) Anugrah
Medan sehingga kesulitan yang mereka hadapi selamaini dapat diatas.

5. Produk perusahaan

a. Produk Tabungan

1. Tabungan Sejahtera
Tabungan Sejahtera adalah tabungan ini dimana yang bersifat individu dan
tabungan ini sewaktu-waktu bisa diambil.

2. Tabungan Pendidikan
Tabungan Pendidikan adal ah dimana tujuan utamanya untuk biaya Pendidikan
anak dari mulai anak TK sampal perguruan tinggi dan tabungan ini dapat
diambil per semester.

3. Tabungan Qurban
Tabungan Qurban adalah tabungan ini dikhususkan untuk nasabah yang
berqurban dan tabungan ini dapat diambil setahun sekali atau diwaktu dekat
hari 1dul Adha.

4. Tabungan Siswa
Tabungan Siswa adaah tabungan ini sama seperti tabungan Pendidikan tetapi
bedanya untuk tabungan siswa diprioritaskan dibawah umur 17 tahun
kebawah dan tabungan ini sewaktu-waktu dapat diambil.

5. Tabungan Haji
Tabungan Hgji adalah tabungan dimana dikhususkan untuk nasabah yang
berangkat ibadah Haji dan tabungan ini diambil setahun sekali ketika mau
berangkat ibadah Haji.
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. Tabungan Ummat

Tabungan Ummat adalah tabungan ini dimana untuk sekelompok atau
organisas atau yang lebih dari satu orang dan tabungan ini sewaktu-waktu
bisadiambil.

. Tabungan Deposito

Tabungan Deposito adalah tabungan menggunakan jangka waktu atau jatuh
tempo penarikan yang telah disepakati Bersama.

Rincian Tabungan

. Setoran awal untuk tabungan Sejahtera, Haji, Qurban, dan Ummat minimal

Rp.30.000.-

. Setoran awal untuk tabungan Siswa dan Pendidikan Rp.25.000.-

. Administras pendaftaran Rp.50.000.- (pembayaran administras hanya
dibayar saat buka tabungan baru).

. luran Anggota setiap bulan Rp.10.000.-

5. Nishah bagi hasi 45% untuk semua produk tabungan selain tabungan deposito

dengan penghitungan dua bulan sebelumnya.
. Tabungan Deposito minima Rp.10.000.000.- per bulan dengan nisbah bagi
hasi| 55 % dengan perhitungan satu bulan sebelumnya.

7. Mengganti buku tabungan baru Rp.5.000.-

. Peryaratan pembukaan tabungan baru yaitu:

a. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP).

b. Foto copy kartu keluarga (KK).

c. Materai 6000.

d. Membayar Rp.90.000.- sedangkan untuk tabungan siswa dan Pendidikan
Rp.85.000.-

e. Tabungan Siwa dan Pendidikan foto copy kartu tanda iswa untuk pelajar
dan untuk mahasiswa kartu tanda mahasiswa.

f. Bagi hasil akan dipindahkan ke buku rekening setiap tanggal 3.
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Prosedur Pembukaan Rekening baru

. Calon nasabah dating ke kantor BMT Anugrah dan menghubungi customer
service.

. Customer service menjelaskan kepada calon nasabah mengena karakteristik
produk-produk yang ada di BMT dan bertanya kepada calon nasabah Jenis
produk mana yang akan dibuka.

. Calon nasabah dimintai untuk mengis formulir yang telah disediakan oleh
pihak BMT sebagai data nasabah.

. Customer service meminta kartu pengenal atau identitas calon nasabah yang
sah dan masih berlaku seperti KTP.

. Customer service mencatat nomor serta dikeluarkannya pada formulir
pembukaan rekening produk sikala, kemudian foto copy dan cocokkan tanda
tangannya dengan tanda tanagn yang tertera diatas formulir/dokumen
tabungan dan diberikan paraf setelah di cap/stempel sesuai aslinya.

. Customer service melakukan pembukaan rekening simpanan pada komputer.

. Calon nasabah dimintai untuk menanda tangan penabung pada tempat yang
ada dbuku tabungan.

. Customer service mengortorisas pembukaa rekening simpanan tersebut dan
menda tangani buku tabungan yang akan diserahkan kepada nasabah.

. Selanjutnya customer service menyimpan berkas pembukaan rekening
simpanan dalam bentuk fie. Kemudian nasabah diminta untuk melakukan

setoran awal ke customer teller.

10. Teller akan mencatat data nasabah pada buku tabungan pada lembar pertama

yang berisi nomor rekening, Nama, Alamat, dan Tanggal pembuatan.

11. Calon nasabah melakukan setoran awal Rp. 90.000.- yang terdiri dari uang

masuk anggota Rp. 50.000.- simpanan pokok Rp.30.000.- dan iuran anggota
bulanan Rp. 10.000.- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 30.000.
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Cara menginput buku rekening baru ke computer

Pertama masuk dan isi id dan paswoord akun pegawai.

Setelah keluar tampilan yang bertulisab BMT Anugrah klik menu koperasi.
Pilih Nasabah.

Lalu klik tambah.

Kemudian is biodata nasabah yang membuka rekening baru serta nomor ktp.
Setelah selesal semua data diinput ke computer lalu klik simpan.

Klik keluar.

Pilih buku tabungan.

Klik tambah.

. Pilih paket apa/ jenis produk tabungan apa.

. Klik nama nasabah yang sudah dimasukan tadi berikan tandatanya (?).
. Kemudian klik enter.

. Klik print.

. Lalu klik ok.

Cara menginput nasabah yang menyetor dan penarikan

Pilih menu registrasi.

Pilih menu tabungan.

Klik tambah.

Masukan nama nasabah disertai tandatanya (?).

Sgaris cetak etelah keluar nama nasabah klik nama naabah itu.

Lalu klik 1 apabila mau melakukan penyetoran, sedangkan klik 2 apabila

mel akukan penarikan.

7. Masukan nominal yang diinginkan.

Klik tutup.

9. Pilih menu tabungan.

10.
11.
12.

Klik cetak buku.

Ubah tanggal transaksi sekarang.

Klik nama nasabah yang ingin melakukan transaks dengan berikan tanda
tanya (?).
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13. Lalu ketik garis cetak pada buku tabungan.
14. Masukan buku tabungan kedalam mesin cetak.
15. Lalu print dan klik ok.

b. Produk pembiayaan
Transaks pembiayaan dapat dilakukan tiga jenis transaks, yaitu

transakss Mudharabah, Musyarakah, dan Gerakan 1 juta.

1. Transaks Mudharabah
Transaks Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul
maal) sebagal pihak yang menyediakan modal dengan pengelola modal
(mudharib) untuk di usahakan atau dengan pors keuntungan akan dibagi
Bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak
tetapi apabila untuk dipinjamkan cukup dengan akad yang disepakati diawal
pembiayaan dengan memberikan jaminan kepada pihak pemilik dana atau
pihak BMT, dengan cara mekanisme pembayaran per minggu dan perbulan
sekali.

2. Transaks Musyarakah

Transaks Musyarakah adaah akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul
maal) sebagi pihak yang menyediakan modal dengan pengelola modal
(mudharib)untuk diusahakan atau dengan porsi keuntungan akan dibagi
Bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak
tetapi apabila untuk dipinjamkan cukup dengan akad yang disepakati diawal
pembiayaan dengan memberikan jaminan kepada pihak pemilik modal atau
pihak BMT. Dengan cara mekanisme pembayaran per hari sekali.

3. Transaks Gerakan 1 juta
Transaks Gerakan 1 juta adalah trnsaksi yang diberikan kepada nasabah tanpa
jaminan yang diberikan kepada BMT dan nisbah disepakati bersama. dengan

cara mekanisme pembayaran per hari sekali.
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M ekenisme Pembiayaan

1. Untuk pembayaran angsuran per bulan dengan pokok angsuran dan margin 20
%.

2. Untuk pembayaran angsuran per minggu dengan pokok angsuran dan margin
0.5%.

3. Peryaratan pembiayaan yaitu:

Foto copy KTP.

Foto copy KK.

Harus menjadi Anggota lebih dari 3 bulan.

Pinjaman pertamamaxsimal Rp. 3.000.000.-

Foto copy tabungan.

-~ o 2 0 T @

Foto copy kartu iuran.
Foto copy jaminan apabila jamin BPKP
Marterai 6000.

Pinjaman diatas 5 juta harus melapor dulu.

> @

j.  Untuk transaks gerakan 1 juta dilaporkan terlebih dahulu.

Produk Jasa
Pembayarn produk jasa.

Pembayaran token.

w N PO

Pembayaran tagihan tel epon.

6. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas
a. Sruktur Organisas Perusahaan
Struktur Organisasi adalah kerangka-kerangka dasar yang mempersatukan
fungsi-fungs suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan
antara personil yang melaksanakn fungs tau tugas masing-masing. Dan merupakan
gambaran tentang pembagian biadang kegiatan dan pendelegasian tugas, wewenang

dan tanggung jawab.
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Struktur Organisasi ini, merupakan struktur organisas yang menggambarkan
secara jelas wewenang dan atasan yang digariskan secara vertical kepada bawahan.
Begitu juga sebaliknya, tanggung jawab dari bawahan akan diberikan secara langsung
kepada atasan yang memberi perintah.

Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk lebih mudah dalam
pembentukan dan penetapan orang-orang atau personil-personil dari suatu
perusahaan, dan untuk memperjelaskan dalam bidang masing-masing tiap personil
sebagal tujuan dari perusahaan dapat dicapai serta bagaimana seharusnya hubungan
fungsional antara personil yang satu dengan yang lainnya. Sehingga tercipta
keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.

Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus dibuat dengan bagan yang
jelas, dan hal ini dimasukan agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui siapa sgja
yang akan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab serta wewenang yang ada
pada struktur organisasi pada perusahaan.

Sama halnya dengan Baitul Maal Tamwil (BMT) Anugrah Batang Kuis juga
mempunyai  struktur organisasi, dari struktur organisasi ini kita juga dapat
mengetahui bahwa setiap bagian-bagian mempunyai tugas dan wewenang masing-
masing yang harus dipertanggung jawabkan.

Secara garis besar struktur organisas ini bertujuan untuk membentuk suatu
bagian yang bekerja menurut apa yang telah ditetapkan oleh ketua dalam putusan
pembagian struktur. Dimana dalam struktur organisas tersebut kita dapat melihat
bagian-bagian yang dijelaskan.

Struktur yang terdapat pada setiap organisas pada dasarnya merupakan
kerangka pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dan pegawai yang
mel aksanakan pekerjaannya.



Gambar 4.2

STRUKTUR ORGANISASI BMT ANUGRAH MEDAN

-
PENGURUS BMT ANUGRAH BATANG KUIS
\
4 PENGURUS HARIAN
Ketua : H. Mahyuddin, SE
Sekretaris : Suntoro, S. pd
Bendahara  : Supriatin, S. Ag. M.A
-
/
BADAN PENGAWAS
Ketua : H. Yahya
Anggota : Ahmad Yani Siregar
: Muhammad Saleh
-
DEWAN PENGAWASAN SYARIAH
Ketua . H. Syarifuddin Nasution
Anggota :H. Sarmidi, SA.g
f PEGAWAI \
Manajer : Ratna Sari, S. Pdi
Customer Service dan pembiayaan : Ellian Syahfitri, SE
Teller : Ratna Sari, S. Pdi
Debt Collector : Dewa Hadi, S. Pdi

\_
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b. Deskripsi Tugas

1

a)

PengurusHarian

Ketua

Tugas dan Tanggung Jawab:

Mengendalikan seluruh kegiatan BMT.

Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktivitas dan bagian-

bagian yang ada didalamnya.

3. Menerimalaporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing.

4. Menandatangani surat penting.

5. Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggung

b)

N o o bk~ 0o DbdRE

jawaban akhir tahun pada anggotanya.
Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran
kegiatan BMT.
Sekretaris
Tugas dan Tanggung Jawab
Membantu ketua dalam mel aksanakan kerja.
Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan BMT.
Mencatat tentang kemajuan dan kelemahan yang terjadi pada BMT.
Menyampai kan hal-hal yang penting pada ketua.
Membuat pendapat BMT.
Memberikan catatan-catatan keuangan BM T hasi| laporan dari pengelola.
Memevertifikas: dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situsi dan

pengembangan BMT.

c) Bendahara

1
2.
3.

Tugas dan Tanggung Jawab
Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan BMT.
Mengarahkan, memonitor dan mengevaluas pengelolaan dan oleh pengelola.

Membagikan gaji kepada seluruh pengurus BMT tiap bulan.
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2. Badan Pengawas

a.

N o g M D

Ketua

Tugas dan Tanggung Jawab

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan
BMT.

Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Meneliti catatan yang ada padaBMT.

Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Menerima berkas pengajuan dari Teller.

Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada calon peminjam.

Melakukan pembinaan nasabah pembiayaan agar tidak macet.

3. Dewan Pengawasan Syariaha.

b.
1

Ketua

Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus serta mengawas kegiatan
BMT agar sesuai dengan prinsip Syariah.

Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman opeasional

dan produk yang dikeluarkan BMT.

3. Mengawas proses pengembangan produk baru BMT.

Meminta Fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BMT
yang belum ada Fatwanya.

Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap
mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
BMT.
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b. Fungs Dewan Pengawas

Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI No:
Kep 98/MUI/111/2001.

1. Melakukan pengawasan secara periodic pada Lembaga keuangan Syariah
yang berada dibawah pengawasnya.

2.  Mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga keuangan Syariah

3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga keuangan
Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua klaidalam
setahun anggaran.

4. Dewan pengawasan merumuskan permasalahan-permasalahan  yang
memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

4. Pegawai
a. Mangjer

Tugas dan tanggung jawab

1

Memimpin operasional BMT sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang

digariskan oleh pengurus.

2. Membuat rencana kerja tahunan, bulanan, dan mingguan.

3. Membuatkebijakan khusus sesuai dengan kebijakan, umum yang digariskan

oleh pengurus.

4. Memimpin dan mengaeahkan kegiatan yang dilakukan oleh pegawainya.

5. Membuat laporan bulanan, tahunan penilaan kesehatan BMT serta

mendiskusi kannya dengan pengurus.

Berupan laporan pembiayaan baru, Laporan perkembangan pembiayaan,
Laporan keuangan, neraca, dan laba rugi, Laporan kesehatan BMT Membina
usaha anggota BMT, baik perorangan atau kelompok.
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Customer Servise

Tugas dan Tanggung Jawab

Melakukan pembukuan atas semua transaks pembiayaan atau piutang yang
pembiayaan per bulan, per minggu dan perhari.

Mencatat transaksi pembayaran kedalam kartu pembiayaan atau piutang.

3. Membuat dartar pembiayaan atau piutang jatuh tempo.

4. Membuat tugas AO dalam memeberikan informasi kondisi pembiayaan atau

piutang masing-masing nasabah.
Memberikan pelayanan informas prosuk pendanaan atau transaks BMT
lainnya.

Menyusun rencana pembiayaan.

7. Menginput data nasabah yang melakuka pembiayaan secara menyeluruh

8.
9.

kedalam software BMT.
Melakukan perhitungan pembiayaan tiap akhir bulan.
Melayani pembayaran jasa seperti pembayaran tagihan listrik.

10. Membantu Teller setiap membuat laporan akhir bulan.

© o N o g wWw NP

. Teler

Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir).

Menerima dan menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.
Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah mangjer.
Melayani dan membayar pengambilan tabungan.

Membuat buku kas harian.

Setiap diawal dan diakhir jam kerja menghitung uang yang ada.
Membuat surat akad atas pembiayaan.

Melayani dan menerima pembayaran iuran tiap bulan.

Melayani dan menerima buku tabungan baru.
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10. Melaksanakan pengadministrasan surat-surat masuk dan keluar, dan
pengadministrasian dokumen-dokumen nasabah menyangkut tabungan atau
deposito.

11. Membantu nasabah dalam melakukan pembukuan dan penutupan rekening
tabungan dan depositi.

12. Memberikan informasi saldo kepada nasabah.

13. Melakukan proses bagi hasil tabungan dan depositi padatiap bulan.

14. Memeriksa depositi yang akan jatuh tempo.

15. Memeriksa kaslian uang setiap transaksi.

16. Menyusun |aporan keuangan setiap priodik.

17. Menyusun neraca percobaan.

d. Debt collector

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengutip angsuran pembiayaan yang bayar per hari dilapangan.

2. Mencatat dan membuat laporan per hari.

3. Melapor kepada Curtomer Service tentang laporan pembiayaan sistem
pembayaran per hari.

4. Membantu Teller memberikan pembiayaan kepada nasabah yang ingin
mel akukan pembiayaan.

5. Menasehati bagi nasabah-nasabah yang melakukan kredit macet.

6. Mengetahui tentang histori usaha debitur.

B. Pembahasan
1.Implementas
Implementasi berasal dari Bahasa inggris, yaitu implementation yang berarti
pelaksanaan dan penerapan. Implementasi dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia
masa kini berarti pelaksanaan. Sementara Budiono menyatakan bahwa implementas

juga bisa diartikan penerapan. Adapun yang dimaksud implementasi dalam pendlitian
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ini adalah pelaksanaan dan penerapan sebuah teori dalam suatu pelaksanaan praktek
pembiayaan mudharabah di BMT Anugrah.®

a. Kegujuran

Kegujuran dalam transaks sangat diperlukan, karena akan menimbulkan

saling kepercayaan antara perusahaan, pegawai dan nasabah.

Menurut hasil wawancara Ratna Sari teller di BMT Anugrah Batang Kuis
Medan, kegjujuran dalam segala hal sangat diperlukan, apalagi dalam pembiayaan.
Bukan antara hubungan dengan manusia saja tetapi dengan Allah juga. Selain bekerja
para karyawan dan nasabah juga ingin selalu berada dijalan yang benar. Maka dari itu
para karyawan dan pihak BMT selalu memberitahu apa kendala atau permasalahan
yang sedang terjadi pada nasabah dan tidak ada yang ditutupi.

b. BudayaKerja

Menurut hasil Wawancara Ratna Sari Teller di BMT Anugrah Batang Kuis
Medan, budaya kerja merupakan tempat untuk mengubah para kerja lama menjadi
cara kerja baru yang berorientas pada upaya memuaskan nasabah. Perilaku pada
waktu bekerja seperti rajin berdedikas, bertangung jawab, berhati-hati, teliti, cermat
dan kemauan yang kuat untuk mempelgjari tugas dan kewajiban sebagai karyawan,

saling membantu sesama karyawan dan membantu kesulitan nasabah.®

Berdasarkan jawaban narasumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
semakin baik tingkat budaya kerja karyawan dan pelayanan yang diberikan nasabah
akan memberikan rasa kenyamanan nasabah apalagi karyawan tidak memilih-milih
nasabah yang akan mereka layani.

¥"Muhammad K hoirul Ridwan, Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
BPRS Barokah dana Sgjahtera (BDS), Skipsi. (Y ogyakarta: Universitas Islam Sunan Kali Jaga ,2016 )
h. 1

% Ratna Sari, Teller di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, wawancara di Batang Kuis.
Tanggal 23 September 2019
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c. Komitmen Kerja

Menurut Hasil Wawancara Dewa Hadi Debt Collector di BMT Anugrah
Batang Kuis Medan, komitmen kerja adalah suatu keadaan seorang karyawan
mempunyai keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam
perusahaan. Ini bukan mengena jenjang karir, gaji atau lainya, melainkan untuk
kenyamanan dan perasaan yang begitu mendalam untuk bekerja diperusahaan

tersebut. Dan komitmen antara perusahaan, karyawan dan nasabah.
d. Komunikas

Menurut Hasil Wawancara Dewa Hadi Debt Collector di BMT Anugrah
Batang Kuis Medan, menungkapkan bahwa sebagal seorang karyawan harus bisa
menyampaikan sebuah informasi secara jelas, bailk kepada sesama karyawan atau
pun kepada nasabah. Sebagai seorang karyawan yang selalu berhadapan dengan
berbagai macam nasabah, seorang karyawan harus terampil dalam menyususn kata-

kata agar informasi yang disampai kan dapat dipahami oleh lawan bicara.
e. Sumber Daya

Menurut Hasil Wawancara Dewa Hadi Debt Collector di BMT Anugrah
Batang Kuis Medan, sumber daya manusia adalah satu ha yang sangat penting
dalam suatu perusshaan sehingga harus dikelola dengan sangat baik untuk
meningkatkan efektifitas dan efesiens organisas ataupun perusahaan untuk
mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, memerlukan kemapuan sumber daya
manusia yang dapat diandalkan, yang memiliki wawasan, kreatifitas, pengetahuan,

dan vis yang smaa dengan perusahaan.®

%9 Dewa Hadi, Debt Collector di BMT Anugrah Batang Kuis Medan,wawancara di batang
kuis, tanggal 23 September 2019
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2. Pembiayaan M udharabah

menurut penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 addah akad kerja sama suatu
usaha antara pihak pertama ( malik,shohibul mal, atau Bank Syariah ) yang
menyediakan seluruh model, dan pihak kedua ( amil, mudharib, atau nasabah ) yang
bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan
kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan Kkerugian ditanggung
sepenuhnya oleh Bank Syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang
disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.®

a. Pesyaratan Awal Pembiayaan Tidak Rumit

Menurut hasil wawancara Elliana Syahfitri Costumer Servis dan
pembiayaan di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, Persyaratan awa pembiayaan
tidaklah rumit, apabila persyaratan untuk mengajukan pembiayaan mudharabah
dilengkapi, bagi nasabah yang sudah terdaftar menjadi anggota nasabah selama 3
bulan akan dipermudahkan oleh pihak BMT dalam pembiayaan mudharabah.

b. Jangkawaktu pelunasan tidak member atkan

Menurut hasil wawancara Elliana Syahfitri Costumer Servis dan
pembiayaan di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, pelunasan pembiayaan tidak
memberatkan nasabah, karena dari awal pembiayaan sudah ada kesepakatan antara
nasabah dan pihak BMT.

c. Angsuran bagi hasl disesuaikan dengan pendapatan

Menurut hasil wawancara Elliana Syahfitri Costumer Servis dan pembiayaan
di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, setiap bagi hasil akan disesuaikan dengan
pendapatan. Misalnya nasabah meminjam dana pembiayaan Rp.2000.000, bagi hasil
dari pembiayaan tersebut sebesar 2% dari pinjaman. Bagi hasil tersebut sudah

“ONaf’ an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, book, ( Yogyakarta: grahailmu ,2014 )
h. 123-124
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mendapatkan pendapatan dikurangi dari pengeluaran. Maka dari itu pembiayaan
mudharabah tidak mengandung riba sedikitpun.

d. Pembiayaan untuk menambah modal usaha

Menurut hasil wawancara Elliana Syahfitri Costumer Servis dan
pembiayaan di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, pembiayaan Mudharabah banyak
digunakan oleh nasabah untuk menambah modal usaha menengah kecil. Banyak
yang menggunakan pembiayaan mudharabah ini seperti pedagang jamu, usaha

warung kecil-kecilan.*
e. Apakah pembiayaan mudharabah di BMT Sudah sesuai dengan fatwa DSN

Menurut hasil Wawancara Ratna Sari Teller di BMT Anugrah Batang Kuis
Medan, pembiayaan Mudharabah di BMT Anugrah Batang Kuis Medan sudah
sesual dengan fatwa DSN. Karna setiap poin-poin yang ada dalam Fatwa sudah
diterapkan dalam pembiayaan Mudharabah

f. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Mudharabah di BMT Anugrah

Menurut hasil Wawancara Ratna Sari Teller di BMT Anugrah Batang Kuis
Medan, setiap pembiayaan mudharabah akan disalurkan kepada anggota atau
nasabah yang mempunyai usaha, memulai usaha atau nasabah yang akan melakukan

kerja sama antara pemilik modal dan pengel ola modal .*

L Ellian Syahfitri, costumer servis dan pembiayaan di BMT Anugrah Batang Kuis Medan,
wwancara di Batang Kuis, Tanggal 23 September 2019

42 Ratna Sari, Teller di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, wawancara di Batang Kuis.
Tanggal 23 September 2019
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BAB V
PENUTUP

Simpulan
Berdasarkan hasil pengelolaan data dari peneltian skripsi ini yang berjudul

Implementasi Fatwa DSN dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah Pada BMT

Anugrah Medan yang dilaksanakan dengan cara mewawancarai beberapa narasumber

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1

Implementasi atau penerapan yang ada pada BMT Terkait beberapa indicator
yang ada, akan menjadikan BMT atau yang lebh dikenal masyarakat dengan
koperas syaraih adalah suatu Lembaga keuangan yang sangat bagus, karna
dalam perusahaan tersebut mereka menerapkan poin-poin yang sesuai dengan
garanislam.

Pembiayaan mudharabah ini sangat membatu nasabah yang ingin melaukan kerja
sama antara dua orang atau lebih, karna selain sistem bagi hasil yang jelas
pembiayaan ini sudah sesuai dengan fatwa dewan Syariah. Setiap poin-poin yang
ada dalan fatwa dewan syaraih, pihak BMT juga menerapkan poin-poin tersebut
dalam pembiayaan Mudharabah.

Saran

Berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan:

Bagi perusahaan BMT Anugrah medan agar tetap menerapan pembiayaan
mudharabah sesuai dengan Fatwa DSN. Menjadi salah satu koperas Syariah
yang dapat membantu umat manusia, dan membantu para usaha kecil menengah
dalam modal usaha mereka agar terhindar dalam riba.

Bagi peneliti selanjutnya, yang ingin meneliti dengan perusahaan yang sama,
atau judul yang sama agar dapat mengkaji lebih jauh lagi dengan menambahkan
variabel-variabel lain yang dapat menjadikan perusashaan BMT dikenal
masyarakat agar lebih banyak nasabah yang menggunakan pembiayaan
Mudharabah dalam modal usaha mereka. Agar terhindar dari riba.
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